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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-7210.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
b : Surat dari Notaris Nuzuluddin Maulana, SH Nemor 35/Not/X/2013

amgga] 28 Oktaber 2013 perihal permohonan pengesahan ekta pendirian yayasan yang

diterima tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akts Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur delam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan stas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nower
115, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4430};

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembahnn
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Nomor 5387);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementeriun Negara;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hek Asasi Manusia Republik Indonesia’ Namor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tate Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

: MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
5 YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL FIKRI NANGGELA
NPWP : 03.328.264.1-403.000

Berkedudukan di Jalan Raya Tegal Petir, Kampung Nanggela Nomor 48, Rukun
Tetangga 003, Rukun Wnrgn 002, Kelurahan Sukmajays, Kecamatan Tajur Halang,
Kabupaten Bogor, sesuai dumn Akta Nomor 1 tanggal 02 September 2013 yang
dibuat oleh Notaris Nuzuluddin Maulana, SH berkedudukan di Kota Bogor.

KEDUA :  Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
* pada tanggal 01 November 2013
A.n. MENTERI HUKUM DAN MASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421. /349 -Disdik/2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

Mengingat

PAUD DAARUL FIKRI
Kp. Nanggela Rt.03 Rw.02 Desa Sukmajaya

Kecamatan Tajurhalang- Kabupaten Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

a

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepa
masyarakat, serta mewujudkan pelaksanpan pendidikan usia dini, per
membetikan izin' Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  Am
UsiaDini/PAUD DAARUL FIKRI yang berlokasi Kp.Nanggela Rt.(
Rw.02 Desa Sukmajaya Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bhgor.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Iz
Penditian Pendidikan Anak Usia DiniPAUD DAARUL FIKRI yar
berlokasi di Kp.Nanggela Rt.03 Rw.02 Desa Sukmajaya Kecamats
Tajurhalang Kabupaten Bogor,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintabi Daers
Kabupaten dalam Lingkungan fawa Barat ( Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1950 Nomor §);

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasion;
Pasal 28; ’

Peraturan  Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Lug
Sekolah (PLS), Peraturan Pemeriniah No27 fahun 1990 {entan
Pendidikan Pra Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Tndonesia Nomor 58 tahun 200
tentang Standar Pendidikan Anak sia Dinj (PAUD)

-Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer :060/U/2002 tanggal 2
April 2002 tentang Pedoman Penditian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan da
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupate:
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );



'KELIMA i Tidak dibenarken mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih spapun sebelum adenya persemjuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM % Keputusan ini berlaku tiga tahun setelah tanggal ditetapkan sampai
dengan 05 September 2017.

DITETAPEAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL: & SEPTEMBER 2014 -

%

“Pambinastr.|
NIP. 196301021986031017

Tembusan : !
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

2. YthBupati Bogor mefalui Sekretaris Docrah Knbupaten Bogor.

Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

Yth.Camat Tajurhalang ;

Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tajurhalang;

. YihuKepaia Desa Sukmajaya Kecamatan Tojurhaling
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